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ABSTRACT

This study aims to analyze the reproduction of patriarchy and masculine
dominance in local politics in North Sumatra through a feminist
perspective, highlighting the role of the patrilineal clan system in shaping
social and political power structures. In Batak society, lineage is traced
through men, thus positioning men as the successors of the clan and the
primary representatives in both customs and social life. This condition
causes male authority not only to remain within the family sphere but
also extends into the public sphere, including local political practices.
This study uses a qualitative approach with a desk study method through
a review of literature, scientific journals, and regulations related to
gender, customs, and local politics. The results show that patriarchy is
reproduced through the clan system, customary practices, and the

Utara.

concept of Dalihan Na Tolu, which strengthens men's legitimacy in
leadership and kinship-based power networks. In political contests,
masculinity is often used as symbolic capital to gain voter trust, resulting
in low female representation despite the 30 percent affirmative action
quota policy. These obstacles are not only structural but also cultural, as
customary norms still position men as more worthy figures for
leadership. Therefore, efforts to achieve gender equality require changes not only in formal policies but also
in cultural values and social practices within society.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis reproduksi patriarki dan dominasi maskulin dalam politik lokal di
Sumatera Utara melalui perspektif feminisme, dengan menyoroti peran sistem marga patrilineal dalam
membentuk struktur kekuasaan sosial dan politik. Dalam masyarakat Batak, garis keturunan ditarik
melalui laki-laki sehingga laki-laki diposisikan sebagai penerus marga dan representasi utama dalam adat
maupun kehidupan sosial. Kondisi ini menyebabkan otoritas laki-laki tidak hanya bertahan dalam ruang
keluarga, tetapi juga meluas ke ranah publik, termasuk dalam praktik politik lokal. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian literatur, jurnal ilmiah,
serta regulasi yang berkaitan dengan gender, adat, dan politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
patriarki direproduksi melalui sistem marga, praktik adat, dan konsep Dalihan Na Tolu yang memperkuat
legitimasi laki-laki dalam kepemimpinan serta jaringan kekuasaan berbasis kekerabatan. Dalam kontestasi
politik, maskulinitas sering dijadikan modal simbolik untuk memperoleh kepercayaan pemilih, sehingga
keterwakilan perempuan tetap rendah meskipun terdapat kebijakan afirmatif kuota 30 persen. Hambatan
tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural karena norma adat masih menempatkan laki-
laki sebagai figur yang lebih layak memimpin. Oleh karena itu, upaya mencapai kesetaraan gender
memerlukan perubahan tidak hanya pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai budaya dan praktik sosial
dalam masyarakat.

This is an open access article under the CC_BY-SA
license.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keragaman budaya dan
sistem kekerabatan yang berbeda di setiap daerah. Sistem kekerabatan tersebut tidak hanya
berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan,
pembagian peran gender, serta legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat (Kinanti & Hasan,
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2025) Dalam banyak komunitas adat, nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun
seringkali mengandung pola relasi yang bersifat patriarki, yaitu menempatkan laki-laki sebagai
pusat otoritas dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Struktur patriarki tersebut tidak
hanya bertahan dalam ruang domestik, tetapi juga meluas ke ruang publik, termasuk dalam
praktik politik lokal dan pemerintahan.

Di Sumatera Utara, khususnya dalam masyarakat Batak, sistem marga yang bersifat
patrilineal menjadi pondasi utama dalam pengorganisasian sosial. Garis keturunan ditarik
melalui laki-laki, sehingga laki-laki diposisikan sebagai penerus marga, pemegang otoritas
keluarga, serta representasi utama dalam berbagai kegiatan adat. Rahman & Ziaulhaq (2021)
Struktur ini diperkuat melalui praktik budaya yang berlangsung dalam siklus kehidupan seperti
kelahiran, perkawinan, dan kematian, yang secara tidak langsung mereproduksi legitimasi
kekuasaan laki-laki dari generasi ke generasi. Akibatnya, perempuan sering ditempatkan pada
posisi subordinat dan memiliki keterbatasan akses dalam pengambilan keputusan, baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat.

Dalam konteks politik lokal di Sumatera Utara, dominasi laki-laki masih terlihat dalam
rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun dalam jabatan pemerintahan.
Meskipun negara telah menerapkan kebijakan afirmatif seperti kuota minimal 30 persen
keterwakilan perempuan, kenyataannya partisipasi perempuan dalam politik masih terbatas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan terhadap perempuan tidak hanya bersifat formal,
tetapi juga kultural, karena norma adat dan sistem kekerabatan masih memandang laki-laki
sebagai figur yang lebih layak memimpin. Dengan demikian, struktur patriarki yang berasal dari
ruang adat terus direproduksi dalam ruang politik melalui proses legitimasi sosial, simbolik, dan
institusional.

KAJIAN TEORITIS
Theorizing Patriarchy (Sylvia Walby)

(Walby, 1990) mendefinisikan patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik sosial
yang memungkinkan laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan.
Patriarki bekerja melalui berbagai institusi yang saling terhubung, seperti keluarga, budaya,
negara, dan sistem kerja, sehingga dominasi laki-laki terus direproduksi secara sosial. Teori ini
digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai patriarki dalam adat dan sistem marga
bertransformasi menjadi struktur kekuasaan dalam politik lokal. Patriarki tidak hanya hadir
dalam hubungan individu, tetapi juga bekerja melalui berbagai institusi sosial seperti keluarga,
budaya, negara, dan sistem ekonomi yang secara terus-menerus memproduksi dominasi laki-laki
dalam kehidupan sosial.

Walby menjelaskan bahwa patriarki bekerja melalui beberapa struktur utama, yaitu
produksi rumah tangga, hubungan kerja, negara, kekerasan laki-laki terhadap perempuan,
seksualitas, dan institusi budaya. Struktur-struktur tersebut saling berkaitan dan membentuk
sistem yang mempertahankan posisi dominan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
Dengan menggunakan perspektif patriarki dari Sylvia Walby, penelitian ini berupaya
menjelaskan bagaimana nilai-nilai patriarki yang terkandung dalam adat dan sistem marga dapat
bertransformasi menjadi struktur kekuasaan dalam politik lokal. Kerangka teori ini membantu
memahami bagaimana norma budaya dan struktur sosial tertentu berkontribusi terhadap
reproduksi dominasi laki-laki serta mempengaruhi partisipasi dan posisi perempuan dalam arena
politik lokal (Tambunan & Sihotang, 2025)

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang merujuk pada teori Creswell
(2018), di mana fokus utamanya adalah mengeksplorasi dan memahami makna subjektif yang
dikonstruksi oleh individu maupun kelompok terkait persoalan sosial dan kemanusiaan. Metode
yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) untuk memperoleh pemahaman
mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Data dikumpulkan melalui teknik identifikasi dan
penelusuran literatur yang komprehensif, mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber
digital yang kredibel. Selain itu, dilakukan analisis kebijakan terhadap peraturan daerah (Perda)
maupun hukum adat guna memperkuat basis argumentasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi Budaya dan Akar Sosiologis Patriarki dalam Sistem Marga
a. Sistem patrilineal dan struktur marga sebagai basis pengorganisasian sosial.

Sistem patrilineal yang diartikan sebagai sistem yang menurun garis keturunan dari ayah,
yang dinilai mempunyai kedudukan penting dan mengacu pada sistem kekerabatan berdasarkan
garis ayah yang lebih dulu mengutamakan kedudukan seorang laki laki daripada perempuan. Ada
suatu prinsip patrilineal yaitu menghitung bahwa hubungan kekerabatan hanya dapat melalui
laki laki, sementara kerabat ibu tidak dapat dihitung dalam batas yang ada (Koentjaraningrat,
1985).

Struktur marga yang berbasis kekeluargaan dan patrilineal yang menekan dan
meletakkan perempuan pada posisi yang subordinasi dalam suatu keluarga. Yang kita dapat
diketahui dengan banyak opini di masyarakat bahwa suku batak itu sendiri menganut sistem
patriarki yang di dominasi oleh orang batak dalam sebagian orang di suku tersebut. Budaya
patriarki ini didapatkan baik secara turun temurun yang mengakibatkan adanya perbedaan yang
cukup jelas baik dari segi perilaku dan status serta otoritas. Sebagai pemimpin dari sebuah
keluarga, laki laki dapat memiliki kekuasaan yang meliputi kontrol di dalam kekayaan dan suatu
pembagian prioritas keluarga (Santoso et al, 2023)

Walby dalam teorinya menjelaskan bahwa praktik kehidupan sosial, struktur marga
ataupun silsilah juga mengatur berbagai bentuk interaksi sosial, seperti hubungan kekeluargaan,
kerjasama dalam kegiatan adat, serta dukungan sosial dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh
karena itu, marga tidak hanya berperan sebagai identitas keluarga, tetapi juga sebagai sistem
yang mengorganisasi hubungan sosial, memperkuat solidaritas kelompok, dan membentuk
struktur komunitas dalam masyarakat Batak.

b. Reproduksi norma melalui praktik adat (lahir, kawin, mati) sebagai sarana internalisasi
otoritas laki-laki.

Reproduksi norma patriarki dalam masyarakat tidak terjadi secara alami, tetapi
berlangsung melalui praktik sosial dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi
(Agustina & Syarifuddin, 2025). Salah satu sarana utama reproduksi tersebut adalah praktik adat
dalam siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam banyak
masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, seperti pada masyarakat bermarga di
Sumatera Utara, setiap tahapan kehidupan diatur oleh adat yang menempatkan laki-laki sebagai
pusat otoritas. Pada saat kelahiran, identitas anak ditentukan melalui garis ayah sehingga laki-
laki diposisikan sebagai penerus marga dan penjaga garis keturunan.

Dalam perkawinan, perempuan umumnya masuk ke dalam keluarga laki-laki dan
keputusan adat lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki, terutama oleh tetua adat. Sementara
dalam upacara kematian, struktur keluarga laki-laki kembali menjadi penentu utama dalam
pelaksanaan ritual maupun dalam pembagian warisan (Damayanti & Putra, 2025). Proses ini
menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya bertahan karena kekuasaan formal, tetapi juga karena
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didukung oleh tradisi yang terus mereproduksi legitimasi maskulinitas dalam kehidupan sehari-
hari. Sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu tentang reproduksi sosial, kebiasaan yang
berlangsung terus-menerus akan membentuk habitus yang membuat dominasi tertentu terlihat
alami (Widyantari, 2025).

Transformasi Maskulinitas ke dalam Kontestasi Politik dan Pemerintahan Lokal
a. Maskulinitas sebagai modal politik dalam memperoleh legitimasi dan kepercayaan pemilih.

Pembahasan mengenai maskulinitas tidak dapat dipisahkan dari konsep gender. Gender
dipahami berbeda dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin merupakan kondisi biologis yang
melekat pada individu sejak lahir. Sementara itu, gender dipandang sebagai hasil konstruksi
sosial dan budaya yang dibentuk oleh nilai, norma, serta pandangan yang berkembang dalam
masyarakat (Kurnia, 2004). Maskulinitas merupakan stereotip yang dilekatkan pada laki-laki
dalam konstruksi gender dan sering dipertentangkan dengan femininitas yang diasosiasikan
dengan perempuan. Konsep maskulin dan feminin dipandang sebagai dua kutub yang
berlawanan dalam spektrum kemanusiaan, di mana setiap individu dapat berada pada tingkat
tertentu dari karakteristik kelaki-lakian (maskulinitas) atau keperempuanan (femininitas).

Laki-laki yang menunjukkan ciri-ciri yang sesuai dengan stereotip maskulin umumnya
dianggap sebagai laki-laki yang gagah dan kuat, sedangkan laki-laki yang tidak menunjukkan ciri
tersebut sering dipersepsikan sebagai kurang maskulin atau bahkan feminin. Hal yang sama juga
berlaku pada perempuan ketika karakteristik mereka dinilai berdasarkan stereotip gender yang
ada (Darwin, 1999). Karena maskulinitas merupakan bagian dari stereotip gender, maknanya
dapat berbeda-beda di setiap masyarakat, budaya, kelas sosial, maupun tingkat perkembangan
peradaban. Darwin (1999) menjelaskan bahwa maskulinitas maupun femininitas merupakan
hasil konstruksi sosial yang dapat dimaknai secara beragam oleh masyarakat

Menurut Connell (2005), maskulinitas memiliki beragam bentuk, di mana maskulinitas
hegemonik menempati posisi dominan dalam struktur sosial dan secara sistematis
menyingkirkan bentuk maskulinitas maupun identitas lain yang dianggap berbeda. Connell juga
menawarkan perspektif baru dalam memahami gender dengan menolak pendekatan dikotomis
yang secara kaku memisahkan laki-laki dan perempuan. Komunikasi pemasaran politik
merupakan penerapan konsep komunikasi pemasaran dalam kegiatan politik. Dalam sistem
negara yang menggunakan mekanisme elektoral, para aktor politik berperan sebagai
komunikator yang menjalankan fungsi pemasaran untuk memperkenalkan serta menawarkan
produk politik kepada masyarakat atau pemilih. (Sahid & Budianto, 2022). Komunikasi
pemasaran politik dapat dipahami sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk
mendukung dan mensukseskan pencalonan suatu partai politik maupun aktor politik, terutama
melalui berbagai aktivitas kampanye yang dilakukan kepada masyarakat atau pemilih. (Kington
etal, 2018).

Saat ini, konsep branding dalam dunia politik semakin mendapat perhatian dalam kajian
pemasaran maupun ilmu politik. Hal ini terjadi karena berkembangnya pandangan bahwa partai
politik maupun tokoh politik dapat diposisikan dan dikelola layaknya sebuah merek (brand)
yang mampu mempengaruhi serta menggerakkan dukungan masyarakat (Needham & Smith,
2015 ; Asbari et al, 2024) Dominasi laki-laki dalam dunia politik sering kali menghasilkan
kebijakan yang kurang responsif terhadap isu gender (Setiawan, 2018). Hal ini terjadi karena
rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung
lebih mengutamakan kepentingan laki-laki atau kelompok yang memiliki kekuasaan.

Akibatnya, berbagai isu penting yang berkaitan dengan perempuan, seperti pemberdayaan
ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap perempuan, sering kali
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tidak menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga
membatasi cakupan kebijakan publik yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan seluruh
masyarakat. Oleh Kkarena itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam parlemen dapat
mengurangi kualitas demokrasi karena lembaga tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan
beragam perspektif dalam masyarakat. (Sitompul et al., 2025).

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten Kota Jumlah Anggota DPRD Menurut
Kab/Kota dan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Jumlah
2024 2024 2024
Sumatera Utara 81 17 98
Nias 23 2 25
Mandailing Natal 37 3 40
Tapanuli Selatan 32 3 40
Tapanuli Tengah 27 8 35
Tapanuli Utara 33 2 35
Toba 26 4 30
Labuhan Batu 42 3 45
Asahan 38 7 45
Simalungun 46 4 50
Dairi 33 2 35
Karo 31 9 40
Deli Serdang 47 3 50
Langkat 45 5 50
Nias Selatan 31 4 35
Humbang 25 5 30
Hasundutan
Pakpak Bharat 19 1 20
Samosir 22 3 25
Serdang Bedagai 40 5 45
Batu Bara 31 4 35
Padang Lawas Utara 27 3 30
Padang Lawas 30 0 30
Labuhanbatu Selatan 32 3 35
Labuanbatu Utara 34 1 35
Nias Utara 23 2 25
Nias Barat 17 3 20
Sibolga 17 3 20
Tanjungbalai 17 8 25
Pematangsiantar 25 5 30
Tebing Tinggi 22 3 25
Medan 42 8 50
Binjai 30 5 35
Padangsidimpuan 21 9 30
Gunungsitoli 21 4 25
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Sumber: BPS statistik

Namun, dominasi citra maskulinitas dalam politik juga memiliki implikasi terhadap
rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Data keanggotaan DPRD di Provinsi
Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara jumlah
anggota laki-laki dan perempuan. Dari total 98 anggota DPRD, sebanyak 81 orang merupakan
laki-laki, sedangkan perempuan hanya berjumlah 17 orang. Ketika kepemimpinan lebih sering
diasosiasikan dengan karakter maskulin, perempuan cenderung menghadapi tantangan yang
lebih besar untuk memperoleh legitimasi politik. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam
lembaga politik menjadi terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya kebijakan
yang responsif terhadap isu-isu gender.
b. Politik Identitas (Dalihan Na Tolu) sebagai instrumen legitimasi kekuasaan lokal.

Masyarakat Batak merupakan salah satu kelompok etnis besar di Indonesia yang
memiliki sistem kekerabatan yang kuat dan kompleks. Sistem kekerabatan ini menjadi dasar
dalam mengatur hubungan sosial, adat istiadat, hingga struktur kekuasaan dalam masyarakat.
Salah satu ciri paling khas dari masyarakat Batak adalah penggunaan marga sebagai identitas
genealogis yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan laki-laki.. Politik
identitas dalam masyarakat berbasis kekerabatan sering digunakan sebagai instrumen untuk
melegitimasi kekuasaan lokal, terutama ketika struktur sosial adat masih memiliki pengaruh kuat
dalam kehidupan masyarakat (Harianja et al., 2025)

Dalam konteks masyarakat Batak di Sumatera Utara, konsep Dalihan Na Tolu tidak
hanya berfungsi sebagai sistem nilai budaya, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun relasi
sosial, solidaritas, dan hirarki kewenangan. Dalihan Na Tolu berarti “tungku yang tiga”, yaitu
tiga batu penyangga tungku yang harus seimbang agar bisa digunakan. Mengatur hubungan
antara hula-hula, dongan tubu, dan boru, yang pada prakteknya menciptakan struktur
penghormatan dan ketaatan yang kuat terhadap pihak tertentu, terutama laki-laki yang
memegang posisi sebagai representasi marga (Soetanto & Gandha, 2021). Struktur ini kemudian
tidak hanya berlaku dalam ruang adat, tetapi juga merambah ke ruang publik, termasuk dalam
proses politik lokal seperti pemilihan kepala daerah, pembentukan jaringan dukungan, dan

distribusi kekuasaan.
DALIHAN NA TOLU
(Sistem Kekerabatan Batak)

1 1 4

HULA-HULA DONGAN TUBU BORU
(Pes mpuan) (Satu Marga) (Penerima Perempuan)

LEGITIMASI SOSIAL & ADAT

LEGITIMASI KEKUASAAN LOKAL

Realitas politik di Sumatera Utara menunjukkan bahwa kontestasi politik tidak hanya
ditentukan oleh program atau ideologi partai, tetapi juga oleh faktor kedekatan sosial, jaringan
kekerabatan, serta latar belakang etnis dan marga. Tetapi Struktur Dalihan Na Tolu tidak hanya
mengatur hubungan kekerabatan, tetapi juga memproduksi sistem patriarki karena garis
keturunan ditarik melalui laki-laki, sehingga laki-laki memperoleh posisi simbolik sebagai
representasi utama marga. Kondisi ini menyebabkan legitimasi sosial dan politik lebih mudah
diberikan kepada laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga struktur adat secara tidak
langsung memperkuat dominasi maskulin dalam ruang publik maupun politik lokal.
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Akibatnya, politik lokal seringkali diwarnai oleh praktik politik identitas yang
memperkuat dominasi kelompok tertentu, terutama laki-laki, karena struktur adat bersifat
patrilineal dan menempatkan laki-laki sebagai representasi utama keluarga dan marga
(Rahmayanty et al,, 2022).

Akibat utama dari legitimasi kekuasaan lokal yang bersumber dari struktur adat Dalihan
Na Tolu adalah bahwa proses politik tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip demokrasi
yang netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, identitas marga, dan
pengakuan adat. silsilah nama marga sebagai identitas pribadi harus tetap dijunjung tinggi.
Tanpa identitas ini, hidup mereka akan sia-sia. Itulah alasannya kenapa marga dalam adat Batak
amat penting. Menurut (Arzuliany & Abdullah, 2024) Dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara,
seseorang yang memiliki jaringan keluarga kuat atau berasal dari marga yang dihormati
cenderung lebih mudah memperoleh dukungan politik dibandingkan individu yang tidak
memiliki kedekatan kekerabatan, meskipun secara kemampuan belum tentu lebih unggul.
Kondisi ini menyebabkan kekuasaan lokal sering berputar dalam kelompok sosial yang sama,
sehingga membuka peluang munculnya dinasti politik dan dominasi elite tertentu dalam
pemerintahan daerah(Remanu et al., 2025).

.Dalam jurnal (Politik & Budaya, 2025) Pengaruh komunikasi politik yang berbasis dalam
Pilkades 2023 di Desa Situnggaling terlihat jelas melalui pola mobilisasi sosial yang dilakukan oleh
para calon kepala desa. Dalam masyarakat Batak yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan
serta struktur sosial yang didasarkan pada marga, ikatan primordial dimanfaatkan sebagai
instrumen utama dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Politik identitas dalam
kontestasi Pilkades di Desa Situnggaling menciptakan kondisi di mana solidaritas di dalam
kelompok menjadi sangat kuat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan potensi
disintegrasi atau perpecahan antar kelompok.

Meskipun ketegangan politik tersebut terjadi, dampaknya tidak sampai mengancam
stabilitas kehidupan sosial masyarakat secara serius sehingga tidak memerlukan penyelesaian
melalui jalur hukum. Salah satu faktor utama yang memicu konflik adalah munculnya kesadaran
berlebihan terhadap identitas kelompok marga, yang sering disebut sebagai etnosentrisme. Sikap
ini menunjukkan keberpihakan yang terlalu kuat terhadap kelompok sendiri, sehingga
berpotensi merusak hubungan sosial dan mengganggu keharmonisan antar kelompok etnis
(Gianyar & Suacana, 2024). Perempuan sering kali tidak dipandang sebagai representasi yang sah
dari keluarga atau kelompok kekerabatan, sehingga peluang mereka untuk memperoleh
legitimasi sosial dan politik menjadi lebih terbatas (Batubara, 2025). Akibatnya, kekuasaan lokal
cenderung berputar dalam jaringan kekerabatan yang didominasi oleh laki-laki, yang pada
akhirnya memperkuat eksklusivitas elite dan menghambat terciptanya representasi politik yang
setara.

Analisis Feminisme: Relasi Kuasa, Representasi, dan Limitasi Perubahan
a. Representasi perempuan dalam politik: antara partisipasi substantif dan kuota administratif.
Teori Hanna Pitkin membagi representasi ke dalam empat dimensi: formal, deskriptif,
substantif, dan simbolik (Widodo et al., 2023). Representasi formal berkaitan dengan aturan yang
mengatur keterwakilan, seperti Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) yang
menetapkan kuota minimal 30% perempuan, meskipun pada praktiknya seperti di Ponorogo
pada Pemilu 2024 belum sepenuhnya terpenuhi. Representasi deskriptif melihat kesesuaian
komposisi anggota dengan keberagaman gender, namun Panwaslu masih didominasi laki-laki
walaupun terdapat perempuan dari berbagai latar belakang yang mendaftar. Representasi
substantif menilai peran nyata perempuan dalam memperjuangkan kepentingan gender, yang
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sering kali masih terbatas. Sementara itu, representasi simbolik berkaitan dengan pengaruh
kehadiran perempuan terhadap persepsi publik, yang kerap dianggap hanya sebagai pemenuhan
kuota. Keempat aspek ini membantu menjelaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam
penyelenggaraan pemilu serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi perempuan di masa
depan.(Aldian Bagaskara & Muhammad Farid Ma'ruf, 2025).

Isu keterwakilan perempuan dalam politik menjadi perhatian global, termasuk di
Indonesia. Walaupun jumlah perempuan dalam populasi hampir seimbang dengan laki-laki,
keterlibatan mereka di lembaga legislatif masih relatif rendah. Menurut Mona Lena Krook (2010),
perempuan hanya mengisi sekitar 18% kursi parlemen di dunia, meskipun beberapa negara telah
berhasil mencapai tingkat kesetaraan yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, upaya meningkatkan
partisipasi perempuan dilakukan melalui kebijakan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
dan PKPU No. 10 Tahun 2023 yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. (
Fatharani et al., 2025). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024), keterwakilan
perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 baru mencapai sekitar 21 persen..

b. Tinjauan teori feminisme (radikal, sosialis) terhadap ketimpangan akses kekuasaan.

Dalam perspektif feminisme sosialis, penindasan perempuan berkaitan dengan hubungan
antara kerja domestik di rumah dan kerja upahan di ruang publik yang sering menempatkan
perempuan pada posisi yang tidak setara (Hanifa Maulidia, 2021). Pandangan tersebut sejalan
dengan gagasan Kate Millett yang mengkritik kuat subordinasi perempuan oleh laki-laki. Millett
menyatakan bahwa penindasan perempuan berakar pada ideologi patriarki yang menempatkan
laki-laki sebagai pihak yang lebih unggul dan mengontrol tubuh serta kapasitas reproduksi
perempuan, bahkan sering kali didukung oleh praktik kekerasan (Hamka, 2025). Nancy Fraser
mengingatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui pengakuan
identitas atau peningkatan jumlah perempuan di posisi elit politik. Menurutnya, kesetaraan juga
harus disertai dengan perubahan pada struktur ekonomi yang tidak adil. Melalui gagasan
“Feminisme untuk 99%”, Fraser menekankan pentingnya gerakan feminisme yang lebih inklusif
dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat (Mudzakkir, 2021).

Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dapat dipahami lebih jauh melalui konsep
patriarki yang dikemukakan oleh Sylvia Walby. Walby mendefinisikan patriarki sebagai sistem
struktur sosial dan praktik yang memungkinkan laki-laki mendominasi serta mengeksploitasi
perempuan melalui berbagai institusi seperti keluarga, negara, budaya, dan sistem Kkerja.
Patriarki bekerja melalui beberapa struktur utama, antara lain produksi rumah tangga, hubungan
kerja, negara, kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, dan institusi budaya. Struktur-
struktur ini saling berkaitan dan secara terus-menerus mereproduksi dominasi laki-laki dalam
kehidupan sosial (Tambunan & Sihotang, 2025). Dengan demikian, feminisme sosialis menilai
bahwa upaya mencapai kesetaraan gender harus dilakukan dengan mengubah tidak hanya
struktur patriarki, tetapi juga sistem ekonomi dan sosial yang mempertahankan ketimpangan
tersebut.

SIMPULAN

Penelitian mengenai dominasi maskulin di Sumatera Utara menunjukkan bahwa sistem
marga patrilineal menjadi fondasi utama bagi reproduksi patriarki yang meluas hingga ke ranah
politik lokal. Melalui siklus adat seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian, otoritas laki-laki
terus dilegitimasi dan diinternalisasi sebagai norma yang wajar dalam masyarakat. Hal ini
menyebabkan nilai-nilai maskulinitas, seperti ketegasan dan kekuatan, bertransformasi menjadi
modal politik yang memudahkan laki-laki memperoleh kepercayaan pemilih dibandingkan
perempuan. Penggunaan instrumen budaya seperti Dalihan Na Tolu pun turut memperkuat
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dominasi ini dengan membangun jaringan kekuasaan berbasis kekerabatan yang cenderung
eksklusif bagi kaum laki-laki. Akibatnya, meskipun terdapat kebijakan afirmatif kuota 30%,
representasi perempuan di lembaga legislatif tetap rendah karena hambatan kultural dan
struktural yang masih sangat kuat dalam sistem sosial masyarakat tersebut.
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